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Nama  :  HAFSAH  
Nim  :  10100106015 
Judul : Penerapan Kode Etik Hakim dalam Menyelesaikan Perkara pada 
Pengadilan Agama Makassar Kelas IA 
Sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas yaitu, Penerapan Kode Etik 
Hakim dalam Penyelesaian Perkar pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, maka 
penulis merumuskannya dalam pokok masalah yaitu: bagaimana penerapan kode etik 
hakim dalam menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama. Untuk menghindari 
keluasan makna dalam pembahasan skripsi nanti, maka penulis menggunakan metode 
yaitu, metode pendekatan diantaranya pendekatan yuridis dan pendekatan syari’ah. 
Untuk mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 
metode pengumpulan data library research (kepustakaan), dengan cara mengutip 
langsung maupun tidak langsung dari sumber data terkait. 
Pejabat peradilan yaitu hakim adalah merupakan ujung dari penegakan 
peradilan. Hendaklah hakim memiliki moral yang baik dan dapat menjadi teladan. 
Agar masyarakat dapat mempercayai produk hukm yang dihasilkan oleh hakim. 
Namun kini dapa kita lihat, moral seorang hakim harus dipertanyakan dan disoroti. 
Mengingat bahwa telah banyak kejadian yang menyebabkan tercorengnya nama 
lembaga peradilan. Pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut kebanyakan 
diakibatkan oleh kepentingan pribadi yang diutamakan dibandingkan kepentingan 
umum yang seharusnya menjadi kewajiban bagi seorang hakim.Kesengajaan ataupun 
kekhilafan, pelanggaran yang dilakukan haruslah diberi sanksi yang setimpal dengan 
pelanggaran yang dilakukannya. 
Dari penelitian di atas, maka penulis mendapatkan kesimpulan yang 
merupakan hasil dari penelitian bahwa : hakim pada Pengadilan Agama telah 
menerapkan kode etik hakim dalam menyelesaikan perkara  sesuai dengan ketentuan 
yang telah diatur. Dengan adanya kesadaran dari para hakim, maka kode etik hakim 
dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan. Hal tersebut tentu harus dibarengi dengan 
peranan pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan penerapan kode etik hakim. Agar 
hakim sebagai penghasil keputusan dapat bertanggung jawab pada diri sendiri dan 







A. Latar Belakang Masalah 
  Setelah adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
secara yuridis formal Peradilan Agama sudah menjadi Peradilan Negara yang 
mandiri, yang kedudukannya sama dengan peradilan lain di Indonesia. Peradilan 
Agama saat ini masuk dalam era court of law, tidak lagi sebagai peradilan semu atau 
quasi rechpraak.  
Lembaga peradilan yang mandiri (court of law) mempunyai ciri- ciri antara 
lain:(1)tertibnya administrasi peradilan, baik administrasi umum maupun administrasi 
teknis yustisial; (2) penerapan hukum acara dalam proses berperkara dilaksanakan 
dengan baik dan benar; (3) putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu 
perkara dapat dieksekusi oleh lembaga peradilan yang memutus perkara tersebut1.   
Dengan demikian Pengadilan Agama berhak penuh  untuk mengeksekusi putusannya 
sendiri dan tidak perlu melakukan pengesahan pada Pengadilan Negeri. Sebagaimana 
peraturan sebelumnya yang mengatur bahwa setiap keputusan akhir yang dihasilkan 
oleh Pengadilan Agama harus mendapatkan pengesahan pada Pengadilan Negeri, 
agar keputusan atau penetapan yang dihasilkan mendapatkan kekuatan hukum.  
                                                 
1
 Kata Sambutan Ketua Muda MA. RI., dalam “Penerapan Hukum Acara Perdata di 




Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum 
acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam Pasal 54 Undang- undang  No.7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama2. Oleh karena itu para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama harus 
mencarinya dalam sumber hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan 
Agama yang berlaku juga pada Peradilan Umum seperti HIR, R.Bg., B.Rv., BW 
Buku ke IV dan berbagai macam peraturan perundang- undangan lain yang sekarang 
berlaku di Indonesia. Di samping itu, para praktisi hukum di Lingkungan Peradilan 
Agama juga harus tetap menguasai Hukum Acara Peradilan Islam yang tersebar 
dalam berbagai kitab fiqhi tradisional yang sampai sekarang masih relevan dalam 
praktik beracara di Pengadilan Agama. 
Peradilan Agama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang diamanatkan 
oleh Undang-Undang Dasar 1945 dituntut untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman 
yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, Peradilan Agama harus mempersiapkan 
diri dengan sebaik- baiknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita. 
Perkembangan perundang- undangan mengenai Peradilan Agama semakin 
lama semakin baik, terbukti dengan adanya perbaikan mulai dari disahkannya 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, hingga Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 






Kekuasaan kehakiman yang kuat, bersih dan berwibawa tidak hanya cukup 
dengan adanya dukungan dari perangkat perundang- undangan saja, tapi juga adanya 
kesiapan dan kemampuan para hakim dalam menentukan dan menerapkan semua 
aturan hukum yang ditugaskan kepadanya. Dalam hal ini, hakim tidak hanya dituntut 
menguasai ilmu hukum (learned in law), tapi juga harus memiliki kemampuan dan 
keterampilan dalam melakukan penerapan hukum (skilled in law). Dengan kata lain 
bahwa, hakim tidak hanya saja harus paham tentang hukum tapi juga harus mampu 
dalam mempraktekkan pelaksanaan hukum secara seimbang dan konsisten. 
Aturan yang mengenai hakim terdapat pada pasal 11 ayat (1) Undang-undang 
No.3 tahun 2006 yaitu: 
“Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”3.  
Peran hakim dalam hal pelaksanaan tugas pokok badan peradilan sangat 
penting. Dengan adanya hakim, maka tujuan yang ingin dicapai oleh badan peradilan 
yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman dapat tercapai.  
Mengenai pengangkatan para hakim diatur dalam Undang-undang  No.7 
Tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006, dalam  
pasal 15 ayat (1) yaitu:  
 “Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul  
Ketua Mahkamah Agung“4.  
                                                 
3Team Media, Amandemen UU Peradilan Agama No.3 tahun 2006, UU Peradilan Agama 





Pengangkatan para hakim adalah proses awal dan merupakan langkah awal 
dalam menentukan pengangkatan para pejabat peradilan (hakim) yang dapat 
melaksanakan tugas pokok dari pengadilan tersebut.  
Apabila pengangkatan para hakim tidak berjalan sesuai dengan aturan yang 
telah ditetapkan oleh Undang-undang, maka hasil yang dicapai dalam proses yang 
akan dijalani selanjutnya akan kurang maksimal. Sehingga penegakan hukum dalam 
masyarakat tidak sesuai dengan keadilan yang sebenarnya. 
Jabatan hakim merupakan amanah. Dalam sumpah yang diucapkan ketika 
dilantik menjadi hakim, mereka tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, 
tetapi pada keluarganya, masyarakat luas, bangsa dan negara. Dalam rangka 
pemurnian citra hakim yang baik, mantan Presiden Soeharto (Alm) berpesan 
“Keterbukaan terhadap kritik, baik yang disampaikan secara lugas maupun 
ditunjukkan melalui kelesuan wajah5 dan tatapan mata sedih, perlu diperhatikan“6. 
Untuk mengurangi dampak negatif yang akan timbul dikemudian hari, maka 
para petinggi badan peradilan memikirkan untuk membuat peraturan khusus bagi para 
hakim yang kemudian mengikat dan mengatur para hakim. Hal tersebut dilakukan 
agar para hakim lebih sadar sebagai pejabat penegak hukum yang merupakan ujung 
tombak pemerintah dalam membuat keputusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat 
luas. Akhirnya terbentuk kode kehormatan hakim atau kode etik hakim yang 
mengatur para hakim dalam jabatannya maupun dalam kehidupan sosialnya. 
                                                 
5Kelesuan wajah menurut hemat penulis adalah kepenatan yang tergambarkan pada roman 
muka seseorang. 
6Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan  (Cet III; Jakarta; Gema Insani Press, 




Peraturan mengenai kode etik hakim atau pedoman perilaku hakim diatur 
dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 12 A dan 
Pasal 12 B dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. 
Salah satu hal yang mendorong untuk dibentuknya kode etik hakim adalah 
untuk menanggulangi sikap-sikap hakim yang menyimpang dari tugasnya. Contoh 
kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara terpidana Hariono 
Agus Tjahyono (terpidana pengedar 20 kg sabu) yang diputus 3 (tiga) tahun sesuai 
tuntutan jaksa.7 Kemudian pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Rudy Satrio 
Mukantardjo berpendapat dalam buku Supriadi “Etika dan Tanggung jawab Profesi 
Hakim di Indonesia”, Rudy menilai putusan tiga tahun penjara terhadap pemilik 20 
kilogram sabu adalah janggal dan aneh8. Mengingat bahwa kepemilikan sabu 
sebanyak itu akan sangat membahayakan bagi perkembangan masyarakat Indonesia. 
Selain itu ada pula dua hakim dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat, 
Sumatera Utara, dan PN Muara Bu-lian. Jambi, kemarin dibawa ke sidang Majelis 
Kehormatan Hakim. Mereka didakwa melanggar kode etik dan pedoman perilaku 
hakim karena berhubungan dengan para pihak yang berperkara. Ancamannya 
dinonpalukan hingga dipecat sebagai hakim. Hakim Ari Siswanto dari PN Rantau 
Prapat diusulkan dipecat oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung karena didakwa 
berhubungan dengan keluarga korban pembunuhan yang meminta para terdakwa 
                                                 
7Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Cet.II; Jakarta;Sinar 





dihukum seumur hidup. Ari akhirnya dilaporkan kuasa hukum korban ke Mahkamah 
Agung karena hakim hanya memutus para terdakwa dengan hukuman penjara 12 
tahun dari ancaman hukuman maksimal 20 tahun9. 
Banyaknya kasus yang terkait dengan hakim yang melakukan pelanggaran 
dalam menangani suatu perkara membuat hilangnya kepercayaan masyarakat 
terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hakim sebagai ujung dari pencarian 
keaadilan sangant diharapkan mampu memberikan raa keadilan bagi masyarakat 
tetapi pada kenyataan lebih banyak merugikan masyarakat terutama masyarakat yang 
kurang mampu. 
Sebahagian hakim kurang menyadari akan dampak yang akan ditimbulkan 
dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Keburukan moral sebahagian 
hakim membuat hal tersebut menambah parah keperacayaan masyarakat akan 
pemenuhan keadilan. Seharusnya para hakim menyadari akan pentingnya menjaga 
moral baik dalam lingkungan Pengadilan Agama maupun dalam kehidupan sehari- 
harinya.  
Berangkat dari hal tersebut, maka dalam kajian ini akan menelaah lebih jauh 
tentang penerapan kode etik hakim dalam penyelesaian perkara  terkhusus dalam hal 
ini pada pengadilan agama. Penerapan kode etik hakim dalam menyelesaikan perkara 
sangat penting agar jelas batasan yang diberikan pada para hakim agar tidak 
melampaui batas yang telah ditentukan oleh Undang- undang. 
 
                                                 
9Detail berita, Langgar Kode Etik, 2 Hakim Terancam Pecat, (tt;tp,2009) h.-, 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis di atas, maka 
masalah pokok yang merupakan landasan dalam kajian skripsi ini adalah : bagaimana 
penerapan kode etik hakim dalam penyelesaian perkara ( Studi kasus pada Pengadilan 
Agama Makassar Kelas IA ). 
Selanjutnya untuk menelaah dan meneliti pokok masalah yang telah 
disebutkan di atas, maka di sini akan dikemukakan beberapa sub masalah sebagai 
berikut ; 
1. Bagaimana peranan kode etik hakim Pengadilan Agama di Indonesia 
dalam proses penyelesaian perkara. 
2. Bagaimana upaya Ketua Pengadilan Agama Makassar dalam mengatasi 
penyimpangan atas kode etik hakim dalam menyelesaikan perkara pada 
Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. 
 
C.  Defenisi Operasional 
Adapun judul skripsi ini adalah “Penerapan Kode Etik Hakim dalam 
Menyelesaian Perkara.” Selanjutnya kami akan mencoba memaparkan beberapa 
pengertian dari judul skripsi ini, agar jelas batasan masalah yang akan kami bahas 




Penerapan adalah pengenaan; perihal mempraktekkan10. Mempraktekkan 
kode etik hakim dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sosialnya. 
Kode adalah kumpulan peraturan yang sistematis11.  
Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak12.  
Kode etik adalah norma dan azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu 
sebagai landasan tingkah laku13. 
Hakim adalah orang yang mengadili perkara14. Hakim yang dimaksud dalam 
hal ini adalah hakim pengadilan agama walaupun tidak dibedakan kode etik yang 
menjadi landasannya. 
Jadi kode etik hakim yang dimaksud di sini adalah norma-norma yang 
mengikat para hakim, menjadi landasan tingkah laku hakim dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai hakim, maupun hakim sebagai anggota masyarakat sosial. 
Menyelesaikan adalah memutuskan atau membereskan15 Menyelesaikan 
masalah yang menjadi persengketaan antara pihak pencari keadilan. 
Perkara adalah urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan)16. Adanya 
sengketa yang kemudian tidak dapat diselesaikan secara damai tanpa adanya konflik 
yang akan merugikan salah satu pihak.  
                                                 
10Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet II; Jakarta;Balai Pustaka,1989), h.1044 
11
 Ibid., h. 510 
12Ibid., h. 271 
13Ibid., h.510 
14Ibid., h. 335 




Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara17. Termpat di 
mana masyarakat mencari keadilan bagi diri dan hal yang melekat padanya seperti 
perkara penetapan nikah. 
Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan 
kewajiban- kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu18. Agama yang 
dimaksud di sini adalah khusus bagi orang yang beragama islam. 
Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang 
beragama islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan 
peraturan perundang- undangan yang berlaku19. 
 
E.  Kajian Pustaka 
Dalam Al- Qur’an disyariatkan mengenai keberadaan Pengadilan, khususnya 
Pengadilan Agama yaitu : 
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Terjemahan : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita 
bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu 
(untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau 
berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan 
memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara 
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mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang adil20” 
Penegak keadilan yang dimaksud tentu adalah hakim yang melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, akhlak ataupun 
perilaku seorang hakim, akan sangat mempengaruhi suatu pnegakan keadilan. 
Pelakasanaan kode etik hakim sebagaimana yang telah ditentukan, akan berperan 
penting dalam peningkatan mutu keadilan yang terwujud dalam putusan yang sesuai 
dengan aturan. 
Pembahasan mengenai kode etik hakim terdapat pada UU No.22 tahun 2004 
tentang Komisi Yudisial. Dalam diktum pertimbangan Poin b UU No. 22 tahun 2004, 
dinyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha 
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung 
serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan 
kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim21. 
Skripsi ini membahas tentang ”Penerapan Kode Etik Hakim dalam 
Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Makassar.” Dilihat dari sisi 
literaturnya dapat disimpulkan bahwa sumber yang dipakai yakni literatur yang 
membahas tentang kode etik hakim. Literatur tersebut antara lain : buku Pedoman 
Perilaku Hakim (Code Of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan yang 
diterbitkan oleh Mahkamah Agung, memuat tentang makalah-makalah yang 
berkaitan dengan masalah kode etik dan membahasnya lebih lanjut22. Makalah-
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makalah tersebut menggambarkan proses perkembangan kode etik hakim tersebut 
untuk kemudian disahkan oleh pihak yang berwenang, seperti sekarang 
pengesahannya dilakukan oleh Mahkamah Agung RI.  
Selanjutnya pada literatur buku Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di 
Indonesia yang dikarang oleh Supriadi, SH., M.Hum., membahas lebih jauh tentang 
kode etik secara umum kemudian kode etik hakim itu sendiri23. Pada buku 
Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 
memuat bagaimana kedudukan dan kewenangan peradilan agama menurut UU No.7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pejabat peradilan yang berada di 
dalamnya. Tentu pula memuat tentang seorang hakim dalam menangani suatu 
perkara.  
Selanjutnya pada buku yang merupakan terbitan Mahkamah Agung R.I., yaitu 
Kumpulan Undang-undang yang Berhubungan dengan Pedoman Perilaku Hakim 
yang berisi tentang kumpulan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui 
Mahkamah Agung sebagai penghubung di antara Pemerintah dengan pejabat 
peradilan. Kemudian dalam Kumpulan artikel yang dibuat oleh Gandasubrata, 
Purwoto S, “Ethika Profesi Hakim Indonesia.” Kumpulan Artikel tentang Etika 
Profesi Hakim Indonesia yang disajikan pada Pelatihan Tehnis Yustisial Peningkatan 
Pengetahuan Hukum oleh Mahkamah Agung R.I Tahun 1996, merupakan kumpulan 
artikel dari para tokoh hukum yang membuat teori tentang kode etik hakim itu24 , 
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Sehingga secara umum apa yang dibahas dalam beberapa literatur di atas 
dapat kita pahami dan disimpulkan bahwa kode etik hakim adalah aturan khusus pada 
profesi hakim yang harus dijalankan oleh para hakim, agar terciptanya situasi yang 
kondusif bagi pencari keadilan untuk meyakini akan keadilan yang dituntutnya. 
Namun masih kurangnya literatur yang membahas tuntas dan jelas mengenai kode 
etik hakim, maka kami merasa perlu mengadakan penelitian yang lebih mendalam 
mengenai permasalahan kode etik hakim karena belum ada penelitian yang lebih 
fokus terhadap permasalahan ini. Penerapan kode etik yang tepat dan benar akan 
mengantarkan masyarakat Indonesia pada kepuasan akan kebutuhan hukum dalam 
kehidupan yang damai dan sejahtera.  
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap 
suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, 
keadaan/ kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di 
dalamnya25. 
2.  Metode Pendekatan 
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Metode pendekatan26 yang akan dipakai adalah : 
a. Pendekatan yuridis adalah: pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 
aturan-aturan yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama termasuk 
yang mengatur tentang kode etik hakim di Pengadilan Agama. 
b. Pendekatan Syari’ah yaitu digunakan untuk menganalisa pokok 
pembahasan  dalam tinjauan secara Syari’ah. 
3.   Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data27 melalui penelitian sebagai berikut : 
a. Penelitian pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data teoritis 
dengan cara menelaah berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya 
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan mengakaji buku 
literatur yang berkaitan seperti buku Pedoman Perilaku Hakum (code of 
conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan yang diterbitkan oleh 
Mahkamah Agung RI, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di 
Indonesia yang dikarang oleh Supriadi, S.H., M. Hum., Etika Profesi 
Hukum yang dikarang oleh Drs. Abd. Wahid dan Drs. H. Moh. Muhibbin 
dan sebagainya. 
b. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data lapangan 
dengan cara melakukan observasi pada objek penelitian serta melakukan 
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wawancara dengan Ketua, Hakim dan pegawai Pengadilan Agama 
Makassar guna mendapatkan data yang diperlukan. 
4.  Analisis Data 
Untuk mengolah data yang telah diperoleh lewat kedua metode pengumpulan 
data tersebut di atas maka, pengelolaan dan analisa data28 yang digunakan adalah : 
a. Metode induktif, yaitu metode yang digunakan dengan jalan menarik 
kesimpulan khusus dari data- data yang bersifat umum. 
b. Metode deduktif, yaitu metode yang digunakan dengan jalan menarik 
kesimpulan umum dari data- data yang bersifat khusus. 
 
G .Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian adalah : 
Untuk mengetahui sejauhmana penerapan kode etik hakim dalam 
menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. 
2.   Kegunaan penelitian : 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut : 
a. Sebagai masukan dan bahan informasi kepada pemerintah dalam 
menentukan kebijakan terhadap penerapan maupun pelanggaran kode 
etik hakim pada masa yang akan datang. 





b. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang melakukan  


































PENGADILAN AGAMA KELAS I A MAKASSAR 
 
A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas I A Makassar 
1. Sebelum PP. No. 45. Tahun 1957 
Adanya Pengadilan Agama bukan dimulai sejak adanya PP. No. 45. Tahun 
1957 akan tetapi sejak zaman dahulu, zaman kerajaan, zaman Belanda sudah ada, 
akan tetapi waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya29. Dahulu kala raja 
merangkap jabatan hakim, akan tetapi setelah masuknya islam, maka rajalah yang 
mengangkat Qadhi. 
Wewenang Hakim dikurangi dan disarankan kepada qadhi (Hal- hal yang 
menyangkut Agama). Wewenang qadhi ketika itu termasuk cakkara (harta gono gini) 
oleh karena Cakkara ada kaitannya dengan nikah. 
Pada Zaman Belanda, sudah terbagi Yuridiksi Qadhi, yakni Makassar Gowa 
dan lain- lain. Qadhi pertama di Makassar ialah Maknun Dg Manranoka, bertempat 
tinggal di Kampung Laras, qadhi lain yang di kenal ialah K.H.Abd. Haq dan Ince 
Moh. Sholeh. Ince Moh. Sholeh adalah qadhi yang terakhir, Jabatan Ince Moh. Saleh 
disebut acting Qadhi30. Dahulu dia sendirilah yang mengangkat pembantu- 
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pembantunya pada zaman Belanda pemerintahan di Makassar dipimpin oleh 
Hamente. 
Mahkamah Syara’ Makassar menurut sumber K.H.A. Rukko, nanti terbentuk 
pada tahun 1948 atau 1949 (team penyusun sejarah belum menemukan data yang 
pasti tentang waktu pembentukannya). Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah 
Makassar terbentuk pada tahun 1960, termasuk Maros,Takalar dan Gowa berhubung 
di daerah itu belum terbentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah31. 
Sebelum terbentuknya Mahkamah Syara’ dan yang kemudian terbentuk lagi 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah, maka dahulu yang mengerjakan 
pekerjaannya adalah qadhi itu berkantor di rumahnya, masa itu ada dua kerajaan di 
sekitarnya Makassar yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Tallo. Dahulu qadhi itu 
digelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berubah lalu menjadi Daengta Kalia. 
Daengta Syeh, menurut riwayat mempunyai bilang- bilang (bahasa Makassar) 
atau tasbih raksasa yang karena besarnya maka harus 40 orang yang angkat tempat 
penyimpanannya satu petak (satu lintang) rumah. Tasbih seperti ini disebut juga 
tasbih jahat. Hal ini menunjukkan masih adanya hal- hal mistik yang dipercaya, 
walaupun agama islam sudah berkembang luas. 
Pada masa qadhi jika ia memutuskan perkara cakkarra, maka majelisnya 
mendapat bagian seperdelapan. Bahagian itu dibagi dua lagi sebagian untuk bahagian 
qadhi dan sabahagian lagi untuk anggota- anggota termasuk kepala kampung yang 
turut hadir. Kalau ada raja yang meninggal maka qadhi diberi gelang kuda yang 
terbuat dari emas dan lain- lain. 





Qadhi pada zaman kerajaan adalah anggota adat mendampingi raja apabila 
perkara telah diputuskan oleh qadhi, maka langsung ia mengadakan eksekusi, 
maksudnya ia tidak meminta kepada pihak lain untuk eksekusi. 
Ketidakpuasan terhadap keputusan qadhi sering juga terjadi dan biasanya 
mereka melapor pada raja yang biasanya memerintahkan untuk diperiksa kembali. 
Hal ini seolah adalah upaya banding. Pekerjaan qadhi dahulu, jika ia bukan haji maka 
ia memakai songkok dan kalau ia haji berpakaian haji (serban). Kalau ada upacara, ia 
memakai jubah dan songkok alfiah, haji atau bukan haji32. 
Cara bersidang dahulu selalu majelis dan tidak mengenal hakim tunggal, 
Persidangan dilakukan dengan duduk bersilat di rumah qadhi. Pengangkatan qadhi 
kadang-kadang didasarkan pada keturunan dan kadang-kadang juga tidak dengan 
dasar keturunan33. Hal ini membuktikan bahwa terkadang terkesan bahwa peradilan 
itu adalah milik suatu keluarga tertentu. 
Keputusan-keputusan qadhi itu biasanya tidak tertulis, pembantu qadhi tidak 
ditentunkan siapa yang bertindak sebagai penulis (Panitera), tetapi bisa  juga diangkat 
khatib (juru sita). Qadhi ini tidak mengenal pensiun, ia bertugas sampai ia meninggal 
dunia34. Ini berarti ketika seseorang menjadi hakim, maka dia adalah hakim seumur 
hidup dan tidak adanya batasan umur bagi hakim yang ingin menjabat. 
Mengenai masalah relative cempetentie dan absolute cempententie sejak 
dahulu sudah dikenal35, sebab qadhi Makassar sudah mengenal batasan dalam 








wilayah dan kekuasaan mengadili. Sumber kehidupan qadhi bukan gaji akan tetapi 
dari produksi tanah yang diberikan hadat. Qadhi yang menyeleweng diganti oleh raja 
dan jika raja berganti maka qadhinya tidak boleh juga aktif menjalankan tugas kecuali 
ia diangkat kembali oleh raja yang baru36. Adanya aturan- aturan yang telah diatur 
mengenai pelanggaran wilayah kekuasaan, telah membuat adanya aturan yang 
kemudian berlanjut pada Pengadilan Agama zaman sekarang. 
Dasar-dasar pertimbangan  pengangkatan qadhi dalam kata dijadikan anggota 
landrand (landrand qadhi). Qadhi pada zaman kerajaan duduk berdekatan dengan raja 
dan didudukkan di atas tikar khusus yang memakai bantal untuk sandaran. Qadhi 
hanya membicarakan masalah perdata saja, tentang pidana islam, diminta juga 
pertimbangan akan tetapi tidak dilaksanakan37. 
Sendi-sendi hukum masyarakat Makassar, dikenal prinsip atau motto mereka 
yaitu jika terbentur kembali pada adat dan jika masih terbentur kembali pada hukum 
syara’ sebab bicaranna syara’ bicaranna puangnge, maksudnya pembicaraan syara’ 
adalah pembicaraan atau ketentuan-ketentuan Tuhan38. Ketika adat yang masih kental 
hidup dan berpengaruh dalam masyarakat tetapi tidak pula meninggalkan hukum 
agama, mengembalikan sesuatu yang tidak mendapat jalan keluar ke hukum agama 
adalah menguatkan kepercayaan masyarakat akan hukum agama dibandingkan 
hukum adat. 
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Tentang mahkamah syara’ yang terbentuk sekitar tahun 1948 dan 194939. 
Maka secara terperinci wilayah yurisdiksi, volume perkara, keadaan personil dan 
keadaan gedungnya belum dapat dituangkan dalam penulisan sejarah saat ini, 
berhubung team penyusun belum menemukan sumber menemukan sumber informasi 
dan data yang dipegangi, bahkan belum diketahui secara pasti dimana penyimpanan 
bahan-bahan administrasi dari Mahkamah Syara’ ini. 
2. Sesudah PP.No.45 tahun 1957 
Setelah keluarnya PP.No.45 tahun 1957, maka pada tahun1960 terbentuklah 
Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Agama Mahkamah 
Syari’ah”40. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang jelas mengenai 
pengadilan yang khusus bagi masyarakat islam yang merupakan masyarakat 
mayoritas Indonesia. Hal ini membuktikan kuatnya keinginan para umat islam untuk 
mengukuhkan agama islam sebagai salah satu hukum yang berlaku di negara 
Indonesia. 
B. Keberadaan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar. 
Pengadilan Agama Makasasar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan 14 
Kilometer dari pusat kota Makassar, tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1996 dengan 
luas 2.500 m2 dengan harga pada saat itu Rp 80.000.000,tanah tersebut telah 
dibangun Gedung Kantor Permanen seluas 1.545,60 m2 dari tahun 1996 sampai 
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dengan tahun 2003 yang menghabiskan dana sebesar Rp 1.093.304.400 berlantai 
dua41. 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah (waktu 
terbentuknya) tidaklah seluas sekarang. Kota Makassar sekarang ini mempunyai 14 
Kecamatan dengan batas42 : 
- Sebelah barat dengan selat Makassar 
- Sebelah utara dengan Kabupaten Maros 
- Sebelah timur dengan Kabupaten Bone 
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah Makassar dahulu 
hanya terdiri 9 (Sembilan) kecamatan dan menurut keterangan yang diperoleh pernah 
mewilayahi Yurisdiksi Sungguminasa. 
1. Keadaan perkara43 
Sebelum berlakunya efektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan maka volume perkara jauh berbeda. Menurut sumber bapak K.H.Harun 
Rasyid yang menjadi ketua wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah 
Syari’ah Makassar yang ke III, maka volume perkara pada masa beliau paling tinggi 
25 perkara setiap bulannya sedangkan sekarang ini sebelum berlakunya secara efektif 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, volume perkara melonjak 
antara 100, 150, dan 200 setiap bulannya. 
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2. Keadaan Personil dan Struktur Organisasi 
Pada awal mula terbentuknya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / 
Mahkamah Syari’ah Makassar maka personilnya sebanyak 9 orang diketuai oleh 
K.H.Chalid Husain. personil K.H.Chalid Husain, Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. 
Sholeh Matta, M. Jusuf  Dg Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya 
dan Nisma. Hakim Ketua Honorer : H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M.Syarif Andi 
Rukka, Syayid Soleh Al Habayi, H.Abd.Dg Mai, Daeng Ta Kadi (H. Andi Mansyur ) 
dan Daeng Mannu44. Hal ini merupaka kewajaran mengingat bahwa Pengadilan 
Agama masih terbilang baru berdiri di indonesia. 
Pada masa K.H.Haruna Rasyid menjadi ketua, personilnya hanya 7 (tujuh) 
orang sedangkan sekarang ini berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk 
mengimbangi melonjaknya volume perkara, personil yang tersedia sebagai karyawan 
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar adalah sebanyak 25 
orang45. Jumlah pegawai yang bertugas dalam suatu lembaga diimbangi dengan 
jumlah perkara yang ditanganinya, agar tidak terjadi penumpukan perkara yang tidak 
tertangani dengan baik, juga agar tidak terjadi penumpukan pegawai yang bertugas 
sementara perkara yang ditangani sangat sedikit. 
Adapun urutan ketua Pengadilan Agama Makassar  Kelas 1 A sejak 
berdirinya sampai sekarang46 adalah sebagai berikut : 
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- Ketua pertama : K.H.Chalid Husain, 
Menjadi ketua sejak tahun 1960 s/d tahun 1962. 
- Ketua kedua : K.H. Syekh Alwi Al Ahdal, 
Menjadi ketua sejak tahun 1962 s/d tahun 1964. 
- Ketua ketiga : K.H. Haruna Rasyid, 
Menjadi ketua sejak tahun 1964 s/d tahun 1976. 
- Ketua keempat : K.H.Chalid Husain. 
Menjadi ketua sejak tahun 1976 s/d tahun 1986. 
- Ketua kelima : Drs.H.Juzmi Hakim,S.H. 
Menjadi ketua sejak tahun 1986 s/d tahun 1996. 
- Ketua keenam : Drs.H.Abd.Razak Ahmad,S.H,M.H. 
Menjadi ketua sejak tahun 1996 s/d tahun 1998. 
- Ketua ketujuh   : Drs.H.M.Djufri Ahmad,S.H,M.H. 
Menjadi ketua sejak tahun 1998 s/d tahun 2004. 
- Ketua kedelapan : Drs.H.M.Thahir R,S.H. 
Menjadi ketua sejak tahun 2004 s/d tahun 2005. 
- Ketua kesembilan : Drs.Anwar Rahman, M.H. 
Menjadi ketua sejak tahun 2005 s/d tahun 2008. 
- Ketua kesepuluh : Drs.Khaeril,R, M.H. 




3. Keadaan Gedung.47 
Dalam soal pergedungan maka Pengadilan Agama Makassar Kelas IA 
sesungguhnya telah berpindah-pindah sebanyak enam kali dan kadang-kadang 
berkantor di rumah yang disewa. Walaupun Pengadilan Agama telah berada sejajar 
dengan semua pengadilan tetapi terkadang masih ada hal- hal yang masih luput dari 
perhatian pemerintah. Mengenai gedung perkantoran akan sangat berpengaruh bagi 
proses pelayanan bagi masyarakat. Tempat yang nyaman dan strategis bagi 
masyarakat akan sangat membantu proses pelayanan keadilan 
Tahun 1976 telah memperoleh gedung permanent seluas 150 m2 akan tetapi 
dengan jumlah karyawan dan volume perkara yang sedemikian besarnya dirasakan 
sudah tidak memenuhi syarat.  Saat ini telah mempunyai gedung permanen  sendiri 
yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan. Km.14 Daya sejak tahun 2000. 
 
4. Teknisi Peradilan Agama48 
Saat ini Pengadilan Agama Makassar  mempunyai 69 orang pegawai yang 
terdiri dari : 
- Hakim 15 orang termasuk ketua dan wakil ketua 
- Wakil Panitera 1 orang  
- Panitera Muda 3 orang 
- Panitera Pengganti  25 Orang 








-  Wakil Sekretaris 1 Orang 
- Kepala Sub. Bagian 3 Orang 
- Jurusita 2 Orang 
- Jurusita Pengganti 10 Orang 
- Staf 10 orang termasuk 3 orang Calon hakim 
 
Di bantu oleh tenaga honorer 2 orang, satpam 2 orang ,  cleaning servis 1 
orang dan 1 orang supir untuk ketua. Untuk lebih jelasnya berikut adalah rinciannya : 
        NIP  Nama  Jabatan 
150110586  Dra. Hj. Hasnah Munggu  Hakim Madya Muda 
150182903  Dra. Hj. A. Syamsiah, HAM  Hakim Madya Muda 
150193318  Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.  Hakim Madya Muda 
150198586  Dra. Hj. Murni Djuddin  Hakim Madya Muda 
150203821  Thahirah  Panitera Pengganti 
150203915  Dra. Hj. Mardawiyah H, S.H., M.H.  Hakim Madya Utana 
150204634  Hj. Siti Munirah, S.H.  Panitera Pengganti 
150204639  H.M. Sunusi, S.H.  Panitera Pengganti 




     
150208448  Dra. J. Hajar Makkawaru  Panitera Pengganti 
150210538  Drs. H. M. Hatta, M.H.  Hakim Madya Utana 
150211220  Hj. Nurhayati  Jurusita Pengganti 
150212488  H.A. Muhammad Yahya Chalid  Panitera Pengganti 
150216394  Drs. H. Mustamin Dahlan, SH.  Hakim Madya Muda 
150216921  Hj. Siti Bunga, S.Ag.  Panitera Pengganti 
150216922  Petraniani, S.H.  Panitera Pengganti 
150217437  Drs. Suharto  Panitera Pengganti 
150227527  Drs. Khaeril R., MH.  Ketua 
150231976  Salmah N., BA  Panitera Pengganti 
150231983  Dra. Hj. Rifqah Sulaiman  Panitera Pengganti 
150231988  Dra. Hj. Patmawati, M.H.  Panitera Pengganti 
150231992  Dra. Hj. St. Hafiah S.  Panitera Pengganti 
150233827  Haerul Ahmad, S.H.  Panitera Pengganti 
150234286  Umar Boften  Jurusita Pengganti 
150242935  Dra. Hanisang  Panitera Pengganti 
150242953  Drs. H. Pandi, S.H., M.H.  Hakim Madya Pratama 








    
150245873  Dra. Bannasari  Hakim Madya Pratama 
150246182  Drs. Syahidal  Hakim Madya Pratama 
150247323  Drs. Abd. Rasyid P.  Panitera Pengganti 
150253240  Drs. Misi, S.Ag.  Jurusita Pengganti 
150253273  Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag.  Panitera Pengganti 
150255055  Drs. Faisal, M.H.  Hakim Pratama Utama 
150256445  Mukrim, S.H.  Hakim Pratama Utama 
150258475  Aminah Amir Daus, S.H.  Panitera Pengganti 
150259832  Dra. Sukmawati  Panitera Pengganti 
150259841  Drs. Amiruddin  Panitera Pengganti 
150260074  Drs. Haeruddin  Panitera Pengganti 
150260483  Dra. Nurhayati  Panitera Pengganti 
150265137  Abdul Muis, S.Ag.  Jurusita Pengganti 
150265142  Aris  Jurusita Pengganti 
150265555  Dra. Jawariah  Panitera Pengganti 
150266102  St. Hajar, S.H.  Panitera Pengganti 
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Wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, masuk dalam Wilayah hukum 
Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan , wilayah hukum sama dengan wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan luas wilayah 300,45 Kilometer yang 
terdiri dari 11 Kecamatan dan 124 Kelurahan51 yaitu sebagai berikut : 
1. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 Kelurahan. 
2. Kecamatan Makassar terdiri dari 13 Kelurahan.  
3. Kecamatan Mariso terdiri dari 9 Kelurahan. 
4. Kecamatan Mamajang terdiri dari 13 Kelurahan. 
5. Kecamatan Bontoala terdiri dari 12 Kelurahan. 
6. Kecamatan Wajo terdiri 8 Kelurahan. 
7. Kecamatan Tamalate terdiri dari 11 Kelurahan. 
8. Kecamatan Rappocini terdiri dari 9 Kelurahan. 
9. Kecamatan Panakukang terdiri  dari 11 Kelurahan. 
10. Kecamatan Manggala terdiri dari 6 Kelurahan. 
11. Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 12 Kelurahan. 
12. Kecamatan Tallo terdiri dari  15 Kelurahan. 
13. Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 6 Kelurahan. 
14. Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 5 Kelurahan. 







KODE ETIK HAKIM PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA 
 
A. Kode Etik Hakim 
1. Pengertian Kode Etik Hakim  
Hakim  adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman 
sebagai pemutus suatu perkara yang diajukan kepadanya52. Kode etik hakim lebih 
dikenal sebagai Kode Kehormatan  Hakim ataupun Pedoman Perilaku Hakim yang 
merupakan hasil keputusan Mahkamah Agung. Untuk jabatan hakim, Kode Etik 
Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokat.Tanpa 
mengurangi arti dari kode etik hakim ataupun pedoman perilaku hakim, maka dalam 
skripsi ini penulis lebih memilih memakai sebutan kode etik hakim karena kode etik 
lebih bersifat umum daripada pedoman perilaku hakim. Hakim juga adalah pejabat 
yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tuagasnya 
ditentukan oleh Undang- undang53. 
Sebelum penulis jauh menguraikan tentang kode etik hakim itu, maka berikut 
ini penulis lebih dahulu menguraikan pengertian etik atau etika dari berbagai 
pendapat para ahli hukum sebagai berikut: 
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 Mahkamah Agung RI , Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct) Kode Etik Hakim dan 
Makalah Berkaitan,op.cit., h. 44 
53
 Fadliyanur “Tugas Etika Profesi”http://fadliyanur.blogspot.com/2008/01/kode-etik-




1) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia : 
‘Etik adalah kumpulan asas yang berkenanaan dengan akhlak54.’ 
‘Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak 
dan kewajiban moral55.’ 
2) Purwoto S. Gandasubrata, S.H., memberikan pengertian sebagai berikut: 
‘Etik (etika) merupakan falsafah moral untuk mendapat petunjuk tentang 
perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik, 
dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan pribadi56.’ 
3) Menurut Kamus Webster New World Dictionary : 
‘Etika adalah sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, 
dsb, dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri 
pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok yang 
lain57.’ 
Selanjutnya mari kita membahas mengenai pengertian kode etik itu sendiri :  
1) Menurut Fadliyanur dalam Blogspot:  
“Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang 
secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak 
                                                 
54Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit., h. 271. 
55Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, loc. cit.. 
56
 Mahkamah Agung RI., Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) dan Makalah 
Berkaitan, op. cit., h. 22. 
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baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau  salah, 
perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.58” 
2) Menurut S. Sinansari: 
“Kode etik adalah  tatanan  moral yang dibuat sendiri oleh kelompok profesi 
tertentu khusus bagi anggotanya, pelanggaran aasnya akan dikenakan sanksi 
yang melalui sidang khusus bagi pelaku59 
Jadi  menurut penulis “kode etik hakim adalah aturan moral, sikap dan 
perilaku hakim baik sebagai hakim, anggota keluarga maupun anggota masyarakat 
yang dibuat oleh lembaga tertinggi yang mempunyai tugas mengawasi dan membina 
pejabat peradilan, bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi melalui sidang 
kehormatan hakim oleh komisi yang khusus dibentuk oleh pemerintah.”  
Setelah mengetahui tentang pengertian kode etik hakim, maka kita perlu 
membahas mengenai kode etik hakim yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 yang kemudian 
diperbaharui dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
: KMA/104A/SK/XII/2008 kemudian di perbaharui lagi dengan Keputusan Bersama 
Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 
047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 april 200960. 
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 Fadliyanur “Tugas Etika Profesi”http://fadliyanur.blogspot.com/2008/01/kode-etik-
hakim.html (Tgl 15 Juni 2010). loc. cit. 
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 Lihat dalam Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, Etika Profesi Hukum (Cet.I; Malang, 
Bayumedia Publishing, 2009), h. 112.  
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 H. Muhammad Taufik, dan H. Suwardi, “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim” (Materi 
yang disajikan pada Pembinaan/ Koordinasidan Konsultasi Pengawasan Mahkamah Agung RI di Hotel 




Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim61 : 
1. Berperilaku adil. 
2. Berperilaku jujur. 
3. Berperilaku arif dan bijaksana. 
4. Bersikap mandiri. 
5. Berintegritas tinggi. 
6. Bertanggung jawab. 
7. Menjunjung tinggi harga diri. 
8. Berdisiplin tinggi. 
9. Berperilaku rendah hati. 
10. Bersikap profesional 
Kewajiban-kewajiban62: 
1. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati 
asas praduga tidak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan. 
2. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun diluar pengadilan, 
dan tetap menjaga serta menumbuhkan keercayaan masyarakat pencari 
keadilan 









3. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua 
pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku 
seagaimana dimaksud dalam butir (5). 
4. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan 
haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. 
5. Hakim harus memberikan keadilan  kepada semua pihak dan tidak 
beritikad semata-mata untuk menghukum. 
6. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama  kepada setiap orang 
khususnya para pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai  
kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.  
7. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang 
tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.  
8. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya baik 
di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak 
berperkara, sehingga tercermin sikap ketidak berpihakan hakim dan 
lembaga peradilan. 
9. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima, kepada 
komisi pemberantas korupsi (KPK), ketua muda pengawasan mahkamah 
agung, dan ketua komisi yudisial, paling lambat 30 hari kerja terhitung 
sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.  
10. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada komisi pemberantas 
korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa 




11. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.  
12. Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain 
yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi 
yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. 
13. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari 
pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.  
14. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari 
pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung 
maupun tidak langsung dari pihak manapun.  
15. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga 
eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi 
mengancam kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan.  
16. Hakim harus berperilaku tidak tercela.  
17. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak 
langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara 
tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.  
18. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan 
masyarakat terhadap badan peradilan.  
19. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun 
tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum 
pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.  
20. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai 
kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak ada konflik kepentingan 




21. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-
beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk 
mengetahui keuangan para anggota keluarganya.  
22. Hakim yang memiliki konflik kepentingan wajib mengundurkan diri dari 
memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk 
mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi 
dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau 
prasangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak 
berpihak.  
23. Hakim apabila muncul keraguan-keraguan mengenai kewajiban 
mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib 
meminta pertimbangan ketua.  
24. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan 
profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
25. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan 
tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan 
dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.  
26. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan 
dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat 
dan biaya ringan.  
27. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala 




cepat dan biaya ringan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
28. Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus mendistribusikan 
perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata serta menghindari 
pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik 
kepentingan.  
29. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang 
tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian 
dalam lapangan kerja untuk mendapatkan penghasilan materi melainkan 
sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan 
tuhan yang maha esa.  
30. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk 
dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.  
31. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif 
dan bekerjasama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam 
menjalankan administrasi peradilan.  
32. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain 
secara profesional.  
33. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat 
keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau 
para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang 
menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara 





1. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah 
berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam 
posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.  
2. Hakim dalam menjelankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa 
suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap 
suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan 
fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar 
kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang 
terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.  
3. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar 
persidangan, kecuali dilakukan dalam lingkungan gedung pengadilan 
demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, 
diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip 
persamaan perlakukan dan ketidak berpihakan.  
4. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar 
persidangan, kecuali dilakukan dalam lingkungan gedung pengadilan 
demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, 
diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip 
persamaan perlakukan dan ketidak berpihakan.  
5. Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau 
istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk 







meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, 
penghargaan dan pinjaman atau fasilitas64 dari :  
a. Advokat  
b. Penuntut  
c. Orang yang sedang diadili  
d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili.  
e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak 
langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau 
kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan 
yang secara wajar (reansonable) patut dianggap bertujuan atau 
mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam 
menjalankan tugas peradilannya. 
Pengecualian65 dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang 
ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan 
atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan 
tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara 
atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang 
tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau 
peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya 
tidak melebihi rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian 
tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud 








dalam gratifikasi yang diatur dalam undang-undang tindak pidana 
korupsi. 
6. Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak 
lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang 
bersangkutan, untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, 
pemberian, pinjaman atau bantuan apapun, sehubungan dengan segala hal 
yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang 
bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya66 dari :  
 
a. Advokat  
b. Penuntut  
c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut  
d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim 
tersebut.  
e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak 
langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau 
kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan. 
Yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi 
hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.  
7. Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang 
bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau 
sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan pekara tersebut.  







8. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh 
seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau 
menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.  
9. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk  kepentingan 
peribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.  
10. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam 
proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang 
dan tugas yudisialnya.  
11. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat 
mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses 
peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.  
12. Hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai 
substansi suatu perkara diluar proses persidangan pengadilan, baik 
terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.  
13. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau 
pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan 
baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dalam kondisi apapun.  
14. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau 
pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang memiliki 
kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasinya 
tidak dimaksudkan untuk dipublikasiskan yang dapat mempengaruhi 




15. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau 
secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik 
atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan 
beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.  
16. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik 
kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau 
hubungan– hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga 
mengandung konflik kepentingan.  
17. Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, memperlambat 
pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu 
dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain 
oleh undang-undang.  
18. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan 
keluarga, ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat dan 
panitera yang menangani perkara tersebut.  
19. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki 
hubungan pertemanan yang akan dengan pihak yang berperkara, 
penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.  
20. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau 
menjadi penuntut, advokat, atau panitera dalam perkara tersebut pada 
persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.  
21. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-
hal yang berhubungan dengan perkara atau para pihak yang akan diadili, 




22. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan 
bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat 
mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas 
peradilan.  
23. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah 
organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila hakim 
tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat 
atau partai politik tersebut.  
24. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk 
mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau siapapun juga 
dalam hubungan finansial.  
25. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan 
bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat 
memperoleh keuntungan finansial.  
26. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah 
memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau 
mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang 
akan disidangkan.   
27. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau 
manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus menerus dari 
pemerintah daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi 
pelaksanaan tugas-tugas yudisial.  
28. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, 




29. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang 
bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk 
tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.  
30. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha 
yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.  
31. Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan 
dengan perkara.  
32. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang 
advokat67 kecuali jika :  
- Hakim tersebut menjadi pihak dipersidangan.  
- Memberikan nasehat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau 
teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.  
33. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas 
pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan 
atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.  
34. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator, atau kuasa 
pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim 
tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar 
tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim.  
35. Hakim dilrangan melakukan rangkap jabatan yang ditentuka peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  






36. Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan 
mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun 
juga.  
Ada pula yang membagi kode etik hakim tersebut dalam beberapa bagian. 
Hakim  adalah  pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh 
karena itu Kode Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika68, yaitu : 
1. Etika kedinasan pegawai negeri sipil 
2. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum. 
3. Etika hakim sebagai manusia pribadi manusia pribadi anggota masyarakat. 
Uraian Kode Etik Hakim69 meliputi : 
1. Etika keperibadian hakim 
2. Etika melakukan tugas jabatan 
3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan 
4. Etika hubungan sesama rekan hakim 
5. Etika pengawasan terhadap hakim. 
2. Sifat Kode Etik Hakim. 
Kode etik adalah pernyataan cita-cita dan peraturan pelaksanaan pekerjaan 
(yang membedakannya dari murni pribadi) yang merupakan panduan yang 
dilaksanakan oleh anggota kelompok. Kode etik yang hidup dapat dikatakan sebagai 
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ciri utama keberadaan sebuah profesi70. Sebuah profesi lahir karena adanya 
pengetahuan yang dalam pada suatu ilmu.  
Sifat dan orientasi kode etik hendaknya singkat; sederhana, jelas dan 
konsisten; masuk akal, dapat diterima, praktis dan dapat dilaksanakan; komprehensif 
dan lengkap; dan positif dalam formulasinya71. Orientasi kode etik hendaknya 
ditujukan kepada rekan, profesi, badan, nasabah/pemakai, negara dan masyarakat. 
Kode etik diciptakan untuk manfaat masyarakat dan bersifat di atas sifat ketamakan 
penghasilan, kekuasaan dan status.  
Namun demikian hendaknya diungkapkan sedemikian rupa sehingga publik 
dapat memahami isi kode etik tersebut. Dengan demikian masyarakat memahami 
fungsi kemasyarakatan dari profesi tersebut. Juga sifat utama profesi perlu disusun 
terlebih dahulu sebelum membuat kode etik. Kode etik hendaknya cocok untuk kerja 
keras Sebuah kode etik menunjukkan penerimaan profesi atas tanggung jawab dan 
kepercayaan masyarakat yang telah memberikannya 
 
3. Tujuan Kode Etik Hakim 
Suhrawadi Lubis menyatakan bahwa yang menjadi tujuan pokok dari 
rumusan etika dalam kode etik profesi72 antara lain : 
a) Standar-standar etika, yang menjelaskan dan menetapkan tanggung 
jawab kepada 1 lembaga dan masyarakat umum. 
                                                 








b) Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka 
perbuat dalam mengahadapi dilema pekerjaan mereka. 
c) Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para 
profesional. 
d) Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi. 
e) Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari 
komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam 
pelayanannya. 
f) Standar-standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan 
moral-moral dari komunitas, dengan demikian standar-standar etika 
menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab UU etika 
(kode etik) profesi dalam pelayanannya 
g) Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan 
integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi hukum. Perlu 
diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum 
(atau undang-undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik 
profesi akan menerima sanksi atau denda dari induk organisasi 
profesinya 
Selanjutnya ada beberapa fungsi kode etik73 yaitu: 
1. Kode etik sebagai sarana kontrol sosial. 
2. Kode etik mencegah pengawasan atau campur tangan yang sering 
dilakukan oleh pihak luar. 
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3. Kode etik dapat mengembangkan standar kualitas perilaku suatu 
pelaku profesi. 
 
B. Peraturan- peraturan  tentang Kode Etik Hakim dan Pelaksaannya 
Pemerintah Indonesia maupun organisasi/ lembaga yang berkaitan dengan 
hakim memiliki perhatian yang cukup jeli melihat persoalan yang kemudian akan 
muncul di kemudian hari. Sehingga tidak sedikit perundingan yang dilakukan demi 
menghasilkan peraturan yang lebih meningkatkan kualitas para hakim di Indonesia. 
Adapun Peraturan yang disahkan oleh Pemerintah maupun organisasi yang 
berhubungan dengan hakim yaitu : 
1. Undang- undang Republik Indonesia No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung74. Mahkamah Agung adalah puncak teratas dalam usaha pemenuhan 
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
2. Undang- undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan 
atas Undang- undang Republik Indonesia No.14 tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung75. Perubahan terus dilakukan oleh pemerintah agar 
pelayanan terhadap kepentingan masyarakat lebih baik dan lancer. 
3. Undang- undang Republik Indonesia No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman76. Kekuasaan kehakiman mengatur lembaga yang berada 
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dibawah wewenangnya agar dapat menjalankan tugasnya sebagaimana 
mestinya. 
4. Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ini adalah 
Undang- undang  pertama yang mengatur tentang Pengadilan Agama yang 
berdiri sendiri tanpa adanya perbedaan dengan pengadilan lainnya. Di 
dalamnya diatur mengenai pejabat peradilan, khsusnya hakim dan mengenai 
pelaksanaan administrasi lainnya. 
5. Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas 
Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berbicara 
mengenai wewenang Pengadilan Agama yang bertambah dengan wewenang 
akan perkara Ekonomi Syari’ah, karena itu dituntut untuk seorang hakim 
mengetahui tentang ekonomi syari’ah. 
6. Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang- Undang no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan 
inilah yang membahas secara jelas mengenai kode etik hakim. Di dalamnya 
disebutkan akan keberadaan kode etik hakim atau pedoman perilaku hakim 
yang wajib dilaksanakan oleh hakim baik dalam jabatan kehakimannya 
ataupun sebagai anggoata masyarakat. 
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 
KMA/104A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim77. 
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8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 
215/KMA/SK/XII/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku 
Hakim78. 
9. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial 
Republik Indonesia No :047/KMA/SKB/IV/2009,02/SKB/P.KY/IV/2009 
tanggal 8 april 2009 Tentang Pedoman Perilaku Hakim79. Mahkamah Agung 
dan Komisi Yudisial adalah dua lembaga yang terkait dengan pengawasan 
hakim, baik dalam pelaksanaan tugasnya ataupun penegakan martabat hakim 
dalam kedinasannya ataupun kehidupan sosialnya. 
10. Hasil- hasil Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang 
membahas mengenai kode etik hakim. 
 
C. Peran Ketua Pengadilan Agama dalam Penerapan Kode Etik Hakim 
Setiap Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Agama 
yang bertugas membawahi semua pejabat pengadilan yang berada dalam wilayah 
kekuasaannya. Mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang menyangkut seluruh 
tugas Pengadilan Agama dalam menjalani perannya sebagai pelayan masyarakat 
dalam hal pemenuhan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Berdasarkan Pasal 13  ayat (2) Undang- undang No 50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama (Perubahan kedua atas Undang- undang No 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama) yang berbunyi : 
 
“(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, 
hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan 
agama”. 
Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama sangatlah penting, mengingat 
bahwa Ketua Pengadilan Agama dapat diharapkan mampu mengatur para pejabat 
Pengadilan Agama agar dapat memenuhi tugasnya sebagai pelayan bagi masyarakat 
pencari keadilan. Dalam undang- undang juga diatur mengenai hal ini yaitu : pasal 53 
Undang- undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Perubahan kedua atas 
Undang- undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) juga diatur beberapa 
tugas seorang Ketua Pengadilan Agama yaitu: 
(1)  Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. 
(2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. 
(3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat  
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk,teguran,dan 
peringatan, yang dipandang perlu. 
(5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan 
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Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 
215/KMA/SK/XII/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim 
juga diatur mengenai peranan Ketua Pengadilan Agama dalam membimbing, 
mengawasi dan menindak para pejabat peradilan yang berada di bawah 
kekuasaannya. Tidak hanya itu seorang ketua Pengadilan Agama juga harus 
memperhatikan dengan seksama perkembangan para pejabat peradilan yang berada di 
bawahnya, terkhusus pada hakim yang merupakan ujung tombak terlaksananya tujuan 
dari peradilan tersebut. 
Khusus pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Ketua Pengadilan 
Agama menerangkan bahwa peranan seorang Ketua Pengadilan sangatlah penting, di 
samping sebagai pimpinan suatu lembaga negara maupun sebagai hakim yang 
memiliki jabatan rangkap yakni sebagai hakim juga sebagai Ketua Pengadilan. 
Menurut Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas IA seorang Ketua Pengadilan 
Agama harus berupaya: 
1. Mengawasi pejabat peradilan yang berada di bawah wewenangnya, 
terkhusus bagi hakim yang merupakan ujung tombak dari suatu penegakan 
keadilan, 
2. Secara profesional memberikan sanksi yang jelas dan tegas bagi pejabat 
peradilan yang melakukan pelanggaran baik dengan memberikan sanksi 
secara tertulis maupun dengan teguran langsung ataupun penindakan tegas 
bagi pelanggaran yang dinilai berat81.  
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3. Pengawasan tidak dirasa cukup tanpa dibarengi dengan adanya pembinaan. 
Pembinaan terhadap pejabat peradilan sangatlah penting agar dapat 
meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi dengan kurangnya 
pengetahuan pejabat peradilan akan pelaksanaan kode etik82. Jadi 
pengawasan yang baik serta adanya pembinaan yang dilakukan secara 
berkala dapat membatu terlaksananya kode etik baik untuk hakim ataupun 
terhadap pejabat peradilan lainnya. 
Adanya peranan dari seorang Ketua Pengadilan Agama diharapkan mampu 
mengembangkan kualitas para hakim baik dari segi kemampuan melaksanakan tugas 
maupun kemampuan moral hakim dalam melaksanakan tugas mulia yang 
diembannya. Sebagai seorang pimpinan tertinggi dalam lembaga pemerintah yang 
dipimpinnya, seorang Ketua Pengadilan Agama harus mampu pula menjadi teladan 
yang baik bagi seluruh pejabat peradilan yang berada di bawahnya, mengingat 
jabatannya juga adalah sebagai sorang hakim di samping sebagai pimpinan tertinggi 
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PENERAPAN KODE ETIK HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA 
PADA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A 
A.  Pelaksanaan  Kode Etik Hakim dalam Penanganan Perkara. 
Bagi masyarakat yang mengetahui lebih jauh mengenai hukum pasti akan 
menilai pribadi hakim dan pejabat peradilan yang terlibat dalam proses penegakan 
keadilan83. Besarnya pengaruh pribadi hakim terhadap putusan yang dihasilkan 
membuat seorang hakim harus berhati- hati dalam pelaksanaan kode etik hakim itu 
sendiri. Bila pada dasarnya pribadi seseorang adalah pribadi yang tidak mudah 
terpengaruh oleh pihak luar, maka kepribadian individu setelah menjadi pejabat 
khususnya hakim tidak sulit untuk melaksanakan kode etik hakim itu sendiri.  
Menurut  berita yang  berkembang dan bertolak pada kenyataan yang ada, 
bahwa tidak semua hakim  memiliki tipe yang sama 84. Perbedaan tipe hakim akan 
membuat pelaksanaan kode etik hakim kualitasnya berbeda. Bagi hakim yang taat, 
maka dia akan melaksanakan kode etik hakim dengan penuh kesadaran akan 
kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penegak keadilan. Tetapi bagi hakim yang 
kurang taat, maka pelaksanaan kode etik hakim juga kualitasnya berbeda dengan 
hakim yang melaksanakannya atas dasar kesadaran diri sendiri. 
Kode etik hakim dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat peradilan 
khususnya hakim sangat berperan. Adanya peraturan yang jelas mengenai bagaimana 
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sikap yang sepantasnya harus ditunjukkan sebagai pejabat peradilan yang harus 
menjadi penegak keadilan yang baik dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat 
Indonesia85. 
Menurut Dra. Hasnah Munggu, kode etik hakim adalah aturan yang sangat 
disiplin dan menuntut pejabat yang terkena kewajiban untuk melaksanakannya 
dengan baik dan hati- hati86. Kode etik hakim dirumuskan dengan penuh 
pertimbangan, mengingat bahwa aturan ini akan berlaku bagi hakim yang merupakan 
penegak hukm yang mengerti benar tentang hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena 
itu, diharapkan pula hakim sebagai penegak hukum yang mengetahui benar tentang 
hokum dapat melaksanakan kode etik hakim dengan baik dan benar. Hal tersebut 
tentu saja akan mempengaruhi kualitas hakim dalam membuat putusan yang akan 
berpengaruh dalam penegakan keadilan. 
Setelah penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Makassar 
Kelas I A, maka kami dapat mengambil kesimpulan bahwa hakim yang berada di 
Pengadilan Agama Makassar Kelas I A telah melaksanakan kode etik hakim 
sebagaimana mestinya. Para hakim telah melakukan tugas sebagai penegak keadilan 
dengan seadil- adilnya bagi semua pihak yang berperkara di Pengadilan Agama 
Makassar Kelas I A. Berperilaku baik dengan memelihara sikap baik dalam 
lingkungan Pengadilan Agama Makassar Kelas I A maupun dalam kehidupan 
masyarakatnya sebagai makhluk sosial. Memiliki Integritas Tinggi terhadap Lembaga 
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Peradilan dengan menunjukkan sikap yang sungguh- sungguh dalam menjalankan 
tugas sebagai hakim.  
Dengan pelaksanaan kode etik hakim ini, para hakim diharapkan mampu 
melaksanakan tugas sebagai penegak keadilan yang baik dalam menghadapi perkara 
yang sedang dihadapi untuk kemudian menuntut adanya putusan yang adil bagi 
semua pihak yang berperkara. Penerapan kode etik hakim tidak hanya dituntut pada 
saat hakim berada di lingkungan Pengadilan Agama tetapi juga harus senantiasa 
diterapkan pada saat seorang hakim keluar dari lingkungan peradilan yaitu sebagai 
makhluk social dalam masyarakatnya, serta seorang hakim sebagai anggota keluarga 
yang kemudian memikul beban sebagai kepala keluarga yang harus menjadi teladan 
yang baik bagi keluarganya itu sendiri. 
 
B.  Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Menyelesaikan Perkara 
1. Sanksi yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim. 
Setiap peraturan yang dibuat tentu juga mengandung sanksi87 yang dibuat 
untuk memberikan efek jera ataupun memberikan hukuman yang setara dengan 
pelanggaran yang dibuat. Untuk pelanggaran kode etik hakim juga terdapat sanksi 
yang harus diterima oleh hakim atas pelanggaran yang dibuatnya. , 
Pada dasarnya pejabat pengadilan mengetahui jelas mengenai pedoman 
perilaku ini atau kode etik, khususnya kode etik hakim. Dampak yang diakibatkan 
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apabila timbul pelanggaran akan berpengaruh pada hukum yang dihasilkannya 
kelak88. Hal tersebut membuat penegakan keadilan menjadi terhambat ataupun 
adanya rasa ketidakpuasan pada salah satu pihak. 
Dalam pedoman Perilaku Hakim atau yang dalam hal ini penulis lebih banyak 
memakai sebutan kode etik hakim, tidak tertulis jelas mengenai sanksi yang harus 
dijalani oleh hakim yang melakukan pelanggaran kode etik hakim, tetapi kembali 
pada peraturan yang memuat tentang hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil 
Sebagaimana yang telah dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Pare-Pare, 
Sulawei Selatan, Drs. M. Nasir Q, SH., MH., dalam sidang kode etik Majelis 
Kehormatan Hakim yang bertempat di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, diketuai 
oleh Hakim Agung /Ketua Muda Militer pada Mahkamah Agung H.M.Imron Anwari, 
SH., Sp.N., M.H., dengan Panelis hakim anggota antara lain Drs. Habiburrahman, 
M.Humdan H. Djafni, SH89.  
Majelis Kehormatan Hakim menyatakan Drs. Nasir Q, SH., MH., bersalah 
dengan melanggar pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 50 tahun 2009, Pasal 4 ayat 
(4) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan pasal 14 PP (PP) Nomor 45 tahun 
1990 tentang Izin perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil. Majelis kemudian 
menyatakan Hakim tersebut bersalahdan dipecat dengan tidak terhormat karena 
melanggar kode etik hakim dengan dua persolan sekaligus yaitu penggelapan uang 
dan pernikhan siri90. 
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Sanksi yang dikenakan terhadap hakim tersebut sangat pantas. Mengingat 
bahwa, Nasir telah melakukan hal- hal yang mencoreng nama baik Lembaga 
Peradilan yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat tetapi malah 
menjadi pelaku dari beberapa persoalan yang sangat merugikan banyak pihak. Hal 
tersebut dapatlah menjadi pelajaran bagi hakim lain agar dapat menjaga nama baik 
Lembaga Peradilan serta dapat melaksanakan kode etik hakim dengan sebaik- 
baiknya. 
Sanksi yang dikenakan pada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik 
hakim tidak tertera jelas dalam kode etik sendiri tapi dikembalikan pada Peraturan 
Pemerintah  yang mengatur tentang hukuman disiplin91. Hal tersebut dikarenakan 
hakim adalah merupakan pejabat peradilan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil. 
Oleh karena itu Peraturan Pemerintah RI tersebut berlaku pula pada hakim. Undang- 
undang   
Pelanggaran yang dilakukan hakim terhadap kode etik hakim atau pedoman 
perilaku hakim dibagi atas jenis berat atau ringannya pelanggaran tersebut 92. 
Pembagian hukuman yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Hakim hanya sebatas 
nilai berat atau ringan, untuk selanjutnya dikembalikan pada Peraturan Pemerintah  
No. 30 tahun 1980 
Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik sangat berperan dalam 
penegakan kedilan di Negara kita. Adanya sanksi yang dikenakan akan membuat 
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kode etik hakim seimbang dengan pelaksanaan kode etik hakim ataupun pedoman 
perilaku hakim. Diharapkan hakim akan lebih sadar akan tanggungjawab yang 
diembannya. Kode etik tidak hanya mengatur hakim semata- mata untuk penegakan 
keadilan tapi juga lebih menghargai martabat seorang hakim. 
 
2. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Hakim 
Di dalam urusan Kode Kehormatan Hakim tidak terdapat  rumusan mengenai 
pengawasan dan sanksi ini. Ini berarti pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran 
Kode Kehormatan Hakim dan pelanggaran Undang-undang. Menurut ketentuan pasal 
20 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum; 
Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara 
pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri 
Kehakiman.  
Penanganan pelanggaran kode etik hakim itu sendiri dimulai ketika ada 
pelanggaran dan laporan pada Panitera Muda yang kemudian diteruskan pada Ketua 
Pengadilan Agama93. Bila Ketua Pengadilan Agama menilai pelanggaran tersebut 
layak dilanjutkan, maka diteruskanlah kepada Mahkamah Agung dan Komisi 
Yudisial untuk kemudian melakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim. 
Untuk penanganan atas pelanggaran kode etik hakim, telah diatur mengenai 
Komisi Yudisial. Mengenai Komisi Yudisial akan dibahas selanjutnya yaitu: 
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a. Sejarah Komisi Yudisial94 
Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan 
Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam 
mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan 
dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman 
jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-
undang tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Baru kemudian tahun 1998-an muncul kembali dan menjadi wacana yang 
semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang 
tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita 
untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat 
tercapai. 
Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR 
tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan 
pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi 
Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di 
Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. 
Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan 
sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui Keputusan Presiden 
tanggal 2 Juli 2005. Dan selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh anggota 
Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan Presiden, sebagai awal memulai 
masa tugasnya.  
b. Dasar Hukum  
   Dasar Hukum Dibentuknya Komisi Yudisial95 yaitu : 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  
Pasal 24A ayat (3):  
Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai 
hakim agung oleh Presiden. 
Pasal 24B: 
 (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku 
hakim. 
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman 
di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 
undang-undang. 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Pasal 34: 
(1) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung 
dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan undang-undang. 
(3) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 
hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang 
diatur dalam undang-undang. 
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 
c. Wewenang Komisi Yudisial 
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim96. Tugas Komisi Yudisial97 adalah: 
1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung  
Komisi Yudisial mempunyai tugas: 
a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; 
b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; 
c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan  
d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.  
2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta 
Perilaku Hakim   
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Komisi Yudisial mempunyai tugas: 
a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim. 
b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. 
c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang 
disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan 
kepada Presiden dan DPR. 
d. Tujuan Komisi Yudisial 
Tujuan Komisi Yudisial98 adalah : 
1. Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-
unsur masyarakat.  
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik 
yang menyangkut rekruitmen hakim agung maupun monitoring 
perilaku hakim.  
3. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, 
karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-
benar independen.  
4. Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan 
kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman. 
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Dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat 
dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut : 
1. Lembaga peradilan adalah merupakan pelayan masyarakat yang ingin 
menuntut keadilan sebagai anggota masyarakat. Keberadaan lembaga 
peradilan harus sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan rasa keadilan 
tanpa adanya perbedaan dari aspek apapun. 
2. Hakim adalah pejabat peradilan yang merupakan tombak terdepan dalam 
pengadilan. Putusan yang adil dilahirkan oleh hakim yang memiliki akhlak 
dan moral yang teguh dalam memegang prinsip sebagai pejabat yang harus 
menegakkan keadilan. Pribadi seorang hakim akan mempengaruhi putusan 
yang dihasilkannya. Masyarakat akan melihat pribadi hakim yang harus 
menjadi teladan bagi seluruh masyarakat. 
3. Dengan adanya kode etik hakim atau pedoman perilaku hakim, maka 
perbaikan ataupun peningkatan kualitas hakim dapat terlaksana. Kode etik 
hakim mengatur tentang perilaku moral seorang hakim baik sebagai hakim 









1. Untuk dapat mencapai peradilan yang bersih, maka pejabat yang berada 
di dalamnya harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, agar 
tidak adanya kejanggalan dalam putusannya. 
2. Peraturan mengenai kode etik hakim harus lebih jelas dan tegas agar 
tercipta pejabat peradilan yang berkualitas. Dengan pejabat yang 
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